A.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota

Bandung terhadap kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih belum
dipenuhi. Hal ini dikarenakan unsur pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, dan pola perilaku hukum di dalam teori indikator kesadaran
hukum menurut Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini terlihat dari
mereka belum mengetahui adanya peraturan dan belum memahami
mengenai isi, maksud dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai
kesejahteraan hewan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009, serta ada kecenderungan sikap yang dimiliki para responden,
di mana mereka kurang memperhatikan kesejahteraan dari pada hewan
yang dititipkan ke tempat penitipan yang bersangkutan. Belum
dipenuhinya kesadaran hukum yang dimiliki para responden
mengakibatkan para responden tidak mematuhi dan menaati peraturan

tersebut.

. Faktor yang menjadi permasalahan bagi para penyedia layanan jasa

penitipan hewan di Kota Bandung dalam melaksanakan kesejahteraan
hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan cukup banyak. Misalnya karena minimnya
sosialisasi dari pemerintah mengenai isu kesejahteraan hewan yang
diterapkan dalam peraturan tersebut yang mengakibatkan kurangnya
pengetahuan dan pemahaman isi, maksud dan tujuan dari peraturan
tersebut. Faktor permasalahan lain yang menyebabkan tidak berjalannya
kesejahteraan hewan dengan baik adalah karena tidak adanya sanksi tegas
101
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dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap para
pelanggar aturan tersebut. Pengawasan yang kurang baik dari pemerintah
ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, selain
itu faktor dana juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
perwujudan dan pengawasan terhadap kesejahteraan hewan, khususnya
hewan peliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan
pola perilaku hukum dalam indikator kesadaran hukum tidak terpenuhi
sehingga menjadi faktor permasalahan bagi para penyedia layanan jasa
penitipan hewan di Kota Bandung dalam melaksanakan kesejahteraan
hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian
yang perlu disampaikan kepada para Stake Holders sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan yang tertuang di dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, mengingat bahwa penyebab masyarakat khususnya
pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung belum memiliki
kesadaran hukum terhadap pemberlakuan peraturan tersebut adalah karena
kurangnya pengetahuan dan pemahaman isi, maksud dan tujuan dari
peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi
yang lebih berkesinambungan, detail dan menyeluruh, sehingga informasi
tentang peraturan tersebut dapat diketahui, dimengerti dan diterima
masyarakat khususnya oleh pengelola tempat penitipan hewan di Kota
Bandung.

2. Disarankan kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang untuk
melakukan pembaharuan peraturan tentang kesejahteraan hewan atau

peraturan pelaksana karena peraturan yang ada saat ini dirasa belum cukup
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lengkap dan memadai untuk mewujudkan kesejahteraan hewan khususnya
hewan peliharaan. Peraturan yang ada dinilai masih sangat bersifat umum
dan tidak jelas, bahkan peraturan tersebut belum memuat mengenai
pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar kesejahteraan hewan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu untuk mengkaji ulang
peraturan tentang kesejahteraan hewan ini dengan lebih baik lagi, dimana
diharapkan peraturan yang baru nanti dapat lebih lengkap, jelas, rinci dan
mudah untuk dipahami oleh masyarakat.

. Disarankan kepada pemerintah agar peraturan pelaksana tersebut
mencantumkan ketentuan mengenai ukuran perilaku alami hewan
termasuk mengatur ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi para
pelanggar kesejahteraan hewan baik sanksi administratif maupun sanksi
pidana. Sanksi pidana ini diharapkan dapat menjerat seluruh orang yang
melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesejahteraan hewan, tidak
hanya dapat menjerat para pengelola tempat penitipan hewan, namun juga
dapat menjerat individu atau pemilik dari hewan peliharaan tersebut.

. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan jumlah
sumber daya manusia yang dibutuhkan demi mewujudkan kesejahteraan
hewan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang dimiliki
saat ini dinilai belum mampu untuk melakukan pengawasan dengan baik,
serta demi membuat suatu peraturan yang baik, maka perlu dilakukan
penelitian-penelitian yang bersifat mendalam untuk memahami mengenai
bagaimana kesejahteraan hewan yang baik.

. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan
tindakan tegas terhadap pelanggar kesejahteraan hewan khususnya
pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung. Mengingat rendahnya
tingkat kesadaran hukum terhadap pemberlakuan kesejahteraan hewan
yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan disebabkan karena tidak adanya
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan demikian perlu

dilakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pelanggar aturan
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tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menjatuhkan sanksi nyata
ataupun memberikan peringatan terhadap pihak-pihak yang melakukan
pelanggaran hukum.

. Disarankan kepada masyarakat khususnya pengelola tempat penitipan
hewan di Kota Bandung untuk meningkatkan rasa keingintahuannya
terhadap pemberlakuan kesejahteraan hewan yang tertuang di dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan karena dengan demikian masyarakat akan lebih
berusaha untuk mencari informasi tentang kesejahteraan hewan tersebut,
sehingga masyarakat akan lebih memahami isi, maksud dan tujuan dari
pemberlakuan peraturan tersebut.

Disarankan kepada konsumen untuk lebih selektif dalam mencari tempat
penitipan hewan yang baik bagi hewan peliharaannya. Hal ini dikarenakan
dengan mencari tempat penitipan hewan yang baik, maka akan
mengurangi resiko kesejahteraan dari hewan peliharaan konsumen
tersebut menjadi terlanggar. Dengan demikian, ketentuan di dalam
undang-undang dapat terlaksana dengan baik.

Disarankan kepada konsumen untuk lebih aktif dan bersosialisasi dalam
perkumpulan pemilik atau pencinta binatang karena dengan seringnya
bergabung dalam acara atau perkumpulan dengan para pemilik atau
pencinta binatang, maka akan lebih membuka wawasan serta pemikiran
konsumen terhadap binatang peliharaannya. Apabila wawasan konsumen
semakin besar, maka pengetahuan konsumen tentang binatang pun akan
semakin bertambah dan penyebarluasan tentang kesejahteraan hewan pun
tentunya akan berjalan dengan lancar. Semakin banyak orang yang
mengetahui dan memahami tentang kesejahteraan hewan, maka akan
semakin baik karena akan memperbesar kemungkinan orang lain juga
manjadi tahu. Dengan demikian, ketentuan di dalam undang-undang dapat

terlaksana dengan baik.
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